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Penelitian ini dilatarbelakangi UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 56 ayat (2)
tentang pemilihan umum, bahwa dalam daftar bakal calon, setiap 3 (tiga) orang
bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan. Dengan
adanya pengaturan hukum keterwakilan perempuan, diharapkan anggota dewan
perempuan dapat mengambil inisiatif dalam membentuk kebijkan yang mampu
memenuhi  kebutuhan masyarakat umum terlebih mengenai kepentingan
perempuan dan anak.

Rumusan masalah (1) Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi anggota
DPRD perempuan Kota Kediri tahun 2014-2019? (2) Bagaimana pelaksanaan
fungsi legislasi anggota DPRD perempuan Kota Kediri tahun 2014-2019 menurut
Siyasah dusturiyah?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian hukum empiris dan menggunakan jenis penelitian lapangan (field
research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data
menggunakan kondensasi data (data condensation), paparan data (data display)
dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Fungsi legislasi anggota DPRD
perempuan Kota Kediri tahun 2014-2019 dilaksanakan dengan mengusulkan
rancangan peraturan daerah yaitu Raperda Jaminan Kesehatan, Penyelenggaraan
Pengembengan Kota Layak Anak, Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan
Narkotika, Bantuan Pendidikan Siswa dan Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga
Tidak Mampu, Pengarus Utamaan Gender. dan membahasnya dalam sidang
paripurna DPRD sampai tahap persetujuan. (2) Ditinjau dari Siyasah dusturiyah
fungsi legislatif yang dijalankan oleh anggota DPRD perempuan Kota Kediri
tahun 2014-2019 telah sesuai dengan prinsip syariat Islam yaitu asas musyawarah,
amar ma 'ruf nahi munkar dan kemaslahatan rakyat sebagaimana tuntunan Al
Qur’an, Hadis dan pendapat para ulama ahli fikih.
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This research is motivated by Law Number 8 of 2012 Article 56 paragraph
(2) concerning general elections, that in the list of prospective candidates, for
every 3 (three) candidates there is at least 1 (one) woman. With the existence of
legal arrangements for women's representation, it is hoped that women council
members can take the initiative to form policies that are able to meet the needs of
the wider community, especially those concerning the interests of women and
children.

Problem Formulation (1) How is the implementation of the legislation
function of female members of the regional people's representative council in the
City of Kediri in 2014-2019? (2) How is the implementation of the legislation
function of female members of the regional people's representative council in the
City of Kediri in 2014-2019 according to Siyasah dusturiyah?

The research method used in writing this thesis is empirical legal research
and uses field research. Data collection techniques used in this study were
observation, interviews and documentation. Meanwhile, data analysis techniques
used data compaction, data presentation and conclusion/verification.

The results of the study show that: (1) The legislation function of members
of the women's regional parliament for the City of Kediri in 2014-2019 was
carried out by proposing a regional regulation draft, namely a draft regional
regulation on Health Insurance, Implementation of Child Friendly City
Development, Narcotics Prevention and Control Facilities, Student Education
Assistance and Outstanding Students from Underprivileged Families, Gender
Mainstreaming and discussed it in the plenary session of the regional people's
representative council until the approval stage. (2) In terms of Siyasa dusturiyah,
the legislation functions carried out by members of the women's regional
parliament for the City of Kediri in 2014-2019 are in accordance with the
principles of Islamic law, namely the principles of deliberation, amar ma'ruf nahi
munkar and the benefit of the people as guided by the Qur'an, Hadith and opinion
of the figh scholars.
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